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MOTTO 

 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ طِيعُواْ  ٱلَّذ

َ
َ ءَاوَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱللّذ

َ
وْلِِ  ٱلرذسُولَ وَأ

ُ
رِ وَأ مأ

َ  وِنكُهأ   ٱلۡأ

AN-NISSA AYAT 59 
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FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN 

(Studi Kasus Di Wilayah Kalibening Kabupaten Banjarnegara) 

 

MARETA NUR WIGATI 

NIM. 1323201035 

 

ABSTRAK 

 

Di Indonesia, Prosedur perkawinan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah 

perkawinan harus dicatat sesuai undang-undang No. 1 Tahun 1974 tantang 

perkawinan. Pada kenyataanya masih saja ada warga yang tidak mencatatkan 

perkawinan seperti warga yang  ada di Kecamatan Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara. Masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Oleh 

karena itu perlu dilakukan lebih mendalam lagi dengan rumusan masalah sebagai 

berikut yaitu Apakah faktor penyebab dan akibat perkawinan dibawah tangan 

diwilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),  metodologi 

penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pelaku perkawinan dibawah 

tangan di Kecamtan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif tentang faktor 

penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab masyarakat 

Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara melakukan perkawinan dibawah 

tangan adalah faktor umur, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor nafsu dan faktor 

tidak adanya surat cerai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan 

terhadap istri dan anak sangat besar, dimana istri tidak dianggap istri sah dimata 

hukum dan berakibat pula pada tidak berhaknya atas hak nafkah dan waris, begitu 

pula dengan anak tidak punya akta kelahiran  dan berakibat sianak susah mendaftar 

sekolah berakibat juga pada sianak malu pada teman-temannya karna tidak sekolah. 

 

Kata kunci : Perkawinan Dibawah Tangan, Faktor Penyebab, Akibat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya diserahkan oleh pihak yang 

bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat sebab perkawinan adalah  akad 

yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-

menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.
1
 Untuk 

mewujudkan  kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan 

ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 21: 

َٰجهِِ  وَوِنأ  ْ إلََِأهَا  ۦٓ ءَايَ كُنُوٓا َٰجٗا مّتِسَأ وَ زأ
َ
نفُسِكُهأ أ

َ
نأ خَنقََ مكَُه وِّنأ أ

َ
أ

رُونَ  مٖ يَجَفَكذ َٰتٖ مّقَِوأ َٰلكَِ لَأٓيَ ًۚ إنِذ فِِ ذَ َة  ةٗ وَرحَۡأ وَدذ   ٢١وجََعَلَ بيَأنَكُه وذ
 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2
 

 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia,yakni 

laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian  yang suci atas 

nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang 

sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk 

menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup 

                                                             
1
 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1994),  hlm. 1. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Translitasi Latin Terjemah Indonesia, ( Jakarta : 

Suara Agung), hlm. 826 
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hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-qur‟an dan As-Sunnah yang 

bersifat global.Akan tetapi, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum 

Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
3
 

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh 

perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah 

tangga, umat. Oleh sebab itu, Islam memandang, bahwa perkawinan bukanlah 

hanya sekedar „aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan 

dengan ijab qabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. 

Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam perjanjian, 

persetuajuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa dan sanubari, 

pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar 

bagaimana juapun kesukaran rintangan yang dihadapi.Perkawinan dinyatakan 

oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk 

membuka dan menanggalkannya.
4
 

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan 

harus memenuhi syarat dan rukunnya seperti dalam pasal pasal 4: perkawinan sah 

apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-

undang tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 4 Kompilasi Hukum 

Islam jika suatu perkawinan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan 

Hukum Islam maka perkawinan tersebut itu sah. 

                                                             
3
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung : 

Pustaka Ceria, 2008), hlm. 15. 
4
 Titik triwulan tutik, Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2008), hlm. 109. 
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Pada pasal selanjutnya yaitu pada pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan 

bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan pencatat 

perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah 

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1946 jo undang-

undang no 32 tahun 1954. Ini merupakan anjuran bagi siapa yang akan 

melaksanakan perkawinan agar perkawinannya dicatatkan.
5
 

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting 

dalam Hukum Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah 

ayat 282 sebagai berikut: 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ سَمّّٗ فَ  ٱلَّذ جَلٖ وُّ

َ
ًۚ ءَاوَنُوٓاْ إذَِا ثدََاينَجُه بدَِيأنٍ إلَََِٰٓ أ جُبُوهُ   ٱكأ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditantukan, hendaklah kamu 

menuliskannya….
6
 

 

Berdasarkan terjemahan di atas, para pemikir Hukum Islam (faqih) 

dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan 

mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu 

tidak  penting. Namun, menurut Jalaludin Abd al-Rahman al- Suyuti dalam 

kitabnya yang berjudul Al-Asybah wa al- Nazha‟ir yang dikutip oleh Toha 

Andiko mengungkapkan,   

لِحِ صَامُ عَلَى جَلْبِ الْمَ دَرَءُ الْمَفَاسِدُ مُقَد    
" Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan."7

 

                                                             
5
 Dapertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Translitasi Latin Terjemah Indonesia, ( Jakarta : 

Suara Agung), hlm. 87. 
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Kaidah diatas menjelaskan tentang bagaimana pemerintah yang dengan 

demikian pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan  

dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari 

perkembangan hukum dalam mewujudkan  kemaslahatan umum ( maslahat 

mursalah) di Negara Republik Indonesia. 

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan  dan akta 

nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh 

penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Pemikiran itu 

didasari  oleh metodologis asa yang kuat, yaitu qiyas dari ayat  Al-qur‟an yang 

berkaitan dengan muamalah (Surah Al-Baqarah (2) ayat 282) dan maslahah 

mursalah dari perwujudan kemaslahatan.
8
 

Dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan sah, 

apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Tiap-

tiap perkawinan dicatat atau didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Tetapi tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Dengan tidak tercatat perkawinan yang dimaksud tidak 

tercatat.Pencatatan perkawinan sama halnya dengan suatu peristiwa hukum 

dalam kehidupan keluarga  seseorang misalnya kelahiran,kematian yang 

                                                                                                                                                                             
 

7
 Toha Andiko, Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespon Hukum Islam 

Kontemporer, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 163 
8
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  hlm. 

29. 
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dinyatakan dalam suatu akta resmi  (surat keterangan ) yang dimuat dalam daftar 

pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.
9
 

Dalam kehidupan keluarga di wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan  masih banyak yang 

melakukan perkawinan dibawah tangan. Masyarakat menganggap perkawinan 

dibawah tangan fenomena kehidupan, dan sebagian masyarakat menganggap 

perkawinan dibawah tangan sebagai suatu kewajaran karena menurut warga lebih 

baik melakukan perkawinan dibawah tangan dari pada melakukan perbuatan  

zina. 

Salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah tangan adalah faktor 

orang tua yaitu permintaan orang tua agar anak mereka menikah dan juga 

terhindar dari perbuatan zina. Dan juga ketidaktahuan mereka dari dampak 

perkawinan dibawah tangan, karena mereka miskin jadi akses informasi, 

pendidikan, dan ekonomi. 

Ironisnya, yang menikahkan perkawinan dibawah tangan tersebut adalah 

orang yang dianggap tokoh, kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi 

kalau di desa kyai dianggap dipandang tahu segalanya. Yang menjadikan 

masyarakat menggap bahwa perkataan kyai harus dipatuhi agar mendapat 

barokah . 

Dari besarnya persentase jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di 

kecamatan kalibening dengan besaran angka 22.91 % merupakan pekerjaan yang 

                                                             
9
 Samuji, “Implementasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan 

Uu No. 1 Tahun 1974”, http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/paradigma/article/download/ 

887/645, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 21.00 WIB. 

http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/paradigma/article/download/%20887/645
http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/paradigma/article/download/%20887/645
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cukup berat bagi dinas/instansi terkait buat keberhasilan pembangunan manusia 

dan pembangunan lain kedepannya. 

Dari data yang diperoleh dari bapak Ngunwan selaku kepala KUA 

Kecamatan Kalibening masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan 

mereka. Banyak faktor yang membuat warga yang tidak mencatatkan perkawinan 

mereka ke Kantor Urusan Agama kecamatan kalibening.
10

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis untuk meneliti dan mengkaji 

lebih lanjut dalam bentuk skripsi “ Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah 

Tangan (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara).” 

 

B. Definisi Operasional 

Judul skripsi ini adalah Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah 

Tangan (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara) agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap pembahasan dalam 

skripsi  ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan 

judul skripsi ini. 

1. Perkawinan Dibawah Tangan 

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua 

rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih ( Hukum Islam ) namun tanpa 

                                                             
10

 Wawancara dengan bapak Muhamad Ngunwan, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Kalibening pada 

tanggal 10 Agustus 2017 
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pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
11

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dengan hal 

tersebut dapat dirumuskan masalah: 

1. Apakah faktor penyebab dan akibat perkawinan dibawah tangan di wilayah 

Kecamatan kalibening kabupaten Banjarnegara? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kejelasan Hukum Islam dan Undang-Undang memandang 

perkawinan dibawah tangan . 

b. Untuk mengetahui praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan 

Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah 

tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi keperdataan Islam. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pencatatan 

perkawinan yang terjadi di masyarakat. 
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 Ma‟ruf Amin, Himpunan Fatwa majelis ulama indonesia bidang sosial dan budaya, (jakarta: 

Erlangga,2015), hlm. 314 



 

8 
 

c. Ikut mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan atau pencatatan perkawinan. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam Bukunya Tihami Dan Sohari Sahrani yang berjudul Fikih 

Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap dijelaskan bahwa syarat dan rukun 

perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, 

shigat ijab qabul merupakan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat 

memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut sah menurut 

hukum islam.
12

 

Dalam Bukunya Mohd.Idris Ramulyo yang berjudul Hukum Perkawinan, 

Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum 

Islam dijelaskan  akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan itu tidak 

menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi peneru. Demikian pula 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merupakan ijma‟ para ulama yang 

wajib diikuti oleh umat Islam demi menjaminkepastian hukum dan kemaslahatan 

umum.
13

 

Dalam bukunya Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang 

karya Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa perkawinan baagian dari hukum 

perdata. Dengan adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta suami, 

anak , perwalian dan sebagainya. Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekadar 
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Raja 

Grafindo Perseda, 2013), hlm. 12. 
13

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawin Hukum kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama 

Dan Zakat Menurut Hukum Islam,( Jakarta: Sinar Grafika,1995) hlm. 23. 
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hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan 

fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk 

melangsungkan perkawinan
14

 

Adapun menurut Satria Effendi M. Zein  dalam bukunya Problematika 

Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan 

Ushuliyah   mengatakan bahwa perbedaan yang tajam antara syarat syar‟i dan 

syarat  tawsiqy sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, 

semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh undang-undang 

di satu negara. Dalam berbagai literatur fiqih sering ditemukan ungkapan yang 

mengatakan: “sah menurut agama, tidak sah menurut hukum pengadilan”. 

Untuk mengungkapkan perbuatan hukum seseorang yang telah memenuhi 

syarat syar‟inya, tetapi melanggar ketentuan undang-undang. Namun demikian 

adanya perbedaan pengertian tersebut bukan berarti hanya perlu mementingkan 

yang satu dan mengabaikan yang lain. Sebab, tindakan mengabaikan syarat 

tawsiqy bisa berakibat negatif bagi kehidupan.
15

 

Dalam buku  Hukum Kekeluargaan Indonesia karya Sayuti Thalib 

menyebutkan bahwa Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatkan 

suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai  pembuktian telah diadakan 

perkawninan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak 

sahnya suatu perkawinan.Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut 

ketentuan agamanya masing-masing, walupun tidak atau belum di daftar. Dalam 

                                                             
14

 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, ( Bandung: 

Pustaka Ceria, 2008), hlm. 17. 
15

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 36. 
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surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/19 

menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan maka 

nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena 

tidak didaftarkan nikah tersebut.
16

 

Dalam skripsi yang berjudul Status Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut 

Hukum Islam Dan Hukum Positif karya Wiwit Puput Lestari menyatakan bahwa 

perkawinan sirri bisa berpengaruh negatif jika menimbulkan mudharat 

dikemudian hari. Dalam suatu pernikahan kita semua tentu berkeinginan bahwa 

suami dan isteri memiliki tanggung jawab masing-masing.Namun bila pada 

prakteknya ada lelaki yang kemudian tidak bertanggung jawab baik lahir maupun 

batin atau melakukan kekerasaan dan sebagainnya, secara umum pihak 

perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai.
17

 

Dalam skripsi karya Ahmad Nur Khozin yang berjudul Kedudukan Anak 

Diluar Nikah (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

11 Tahun  2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-

Viii/2010) pencatatan perkawinan  merupakan  kewajiban administrasi, anak 

yang dilahirkan  dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, anak yang lahir 

harus dilindungi, karena dalam hukum islam anak lahir dalam keadaan bersih  

dan tidak menanggung beban dosa orang tuanny, sekalipun sebagai akibat 

perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, 

                                                             
16

 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 71. 
17

 Wiwit Puput Lestari, Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif,  (Purwokerto: Skripsi Jurusan  Syari‟ah Stain Purwokerto, 2012) 
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memberikan pendidikan, memberi nafkah, manjamin kesehatan, dan menjamin 

kelangsungan hidup anak.
18

 

Dalam skripsi Achmad Nurseha yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Nikah Dibwah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Blora). Menyatatakan bahwa nikah dibawah tangan hanya itu nikah 

yang berprosedur agama Islam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan 

perkawinan tersebut belum atau tidak dipublikasikan ke masyarakat. Nikah di 

bawah tangan mempunyai legal formal (Fikih) Islam dapat dinyatakan sah.karena 

dalam Hukum Islam sahnya suatu perkawinan yaitu terpenuhinya syarat dan 

rukun nikah.
19

 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun 

lakukan banyak kajian yang membahas tentang nikah dibawah tangan.Namun 

pada prakteknnya banyak masyarakat yang melakukan perkawinannya dengan 

cara perkawinan dibawah tangan. Dan banyak faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya perkawinan dibawah tangan.Oleh karena masih dianggap layak 

membahas topik  ini secara lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara umum agar mempermudah 

penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan  sistematika pembahasan 

skripsi ke dalam lima bab yakni sebagai berikut: 

                                                             
18

 Ahmad Nur Khozin, Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010), (Purwokerto: Skripsi Fakultas Syari‟ah IAIN Purwokerto, 2016), hlm. vi. 
19

 Achmad Nurseha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus 

Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora), (Semarang:Skripsi Ahwal AL-Syakhshiyyah,2015 
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Permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab pertama adalah Pendahuluan bab ini meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, penegasan istilah judul, tujuan dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua meliputi Pengertian perkawinan, pengertian perkawinan 

dibawah tangan,Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Faktor-faktor perkawinan dibawah tangan, 

akibat perkawinan dibawah tangan. 

Bab ketiga meliputi tentang gambaran umum mengenai wilayah 

kecamatan kalibening., dan tentang pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di 

wilayah kalibening  

Bab empat merupakan analisis terhadap faktor pendorong terjadinya 

perkawinan dibawah tangan, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah 

tangan terhadap masyarakat di wilayah  kalibening serta tinjauan Hukum Islam 

dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan  mengenai praktek 

perkawinan dibawah tangan yang dilakukan di wilayah  kalibening  kabupaten 

Banjarnegara. Sehingga dari sini dapat dilihat apakah perkawinan di bawah 

tangan yang dilakukan masyarakat di wilayah kalibening berdasarkan tinjauan 

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus 

dicegah, diminimalisir atau bahkan bahkan harus ditinggalkan. 
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Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari skripsi 

yang penyusun  tulis serta saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari 

pembuatan skripsi ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis rasa 

sudah cukup mengupas tentang masalah Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan 

Dibawah Tangan (studi kasus di wilayah kecamatan kalibening kabupaten 

Banjarnegara).  Maka pada bab terakhir dari penelitian ini dapat memberikan 

beberapa catatan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya perkawinan dibawah tangan dilakukan karena ada hal-hal yang 

membuat pelaku  tidak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama 

(KUA), ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah tangan 

berdasarkan wawancara dengan para pelaku perkawinan dibawah tangan 

yang ada di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara seperti  faktor 

yang pertama yaitu faktor umur yaitu kurangnya umur dari salah satu pihak. 

Kedua faktor ekonomi karena jika harus datang ke Kantor Urusan Agama 

yang jauh maka perlu biaya. Ketiga faktor orang tua yaitu salah satu pihak 

orang tua ada yang tidak menyetujui. Keempat faktor nafsu karna lebih baik 

melakukan perkawinan dibawah tangan dari pada berbuat zina. Kelima faktor 

tidak adanya surat cerai, karena jika pernah menikah dan ingin menikah 

kembali harus mempunyai surat cerai. Banyak akibat yang ditimbulkan dari 

perkawinan dibawah tangan seperti tidak adanya akta anak, di kucilkan dalam 

masyarakat serta tidak mendapat tunjangan dari tempat suami bekerja. 

B. Saran-saran 
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1. Mencatatkan Perkawinan dibawah tangan  dengan cara Itsbat nikah bagi 

pelaku perkawinan dibawah tangan. 

2. Bagi para pelaku perkawinan dibawah tangan karena perbuatan mereka tidak 

hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan anak-anak mereka maka 

perlu suatu penegakan peraturan yang jelas dan sesuai agar masyarakat takut 

dan tidak berani melakukan perkawinan dibawah tangan. 

3. Petugas Pencatat Nikah seperti KUA atau KCS atau lembaga terkait lainnya 

perlu melakukan sosialisasi tentang  pencatatan nikah 

4. Dibuatnya undang-undang bagi para oknum-oknum yang biasa menikahkan 

perkawinan dibawah tangan agar di beri sanksi yang tegas. 

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kahadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sekaligu penulis  dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud, namun 

demikian menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu 

penulis sangat mengaharapkan saran, kritik dan penyempurnaan tulisan ini. 

Semoga karya sederhana ini, bermanfaat bag penulis khususnya pembaca pada 

umumnya. 
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